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RINGKASAN

Anif Diyan Firmansyah, 2025.22101091034, Dynamic Governance
Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Malang, Dr.
Hayat, S,AP., M.Si, Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP. 29128. xvi. 154

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas Pedagang Kaki
Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang yang menimbulkan persoalan
tata ruang dan ketertiban, namun tetap berp eran penting dalam perekonomian
masyarakat kecil. Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
Perdagangan (Diskopindag) berupaya menata sektor ini dengan mengacu pada
konsep dynamic governance yang menekankan kemampuan berpikir ke depan
(thinking ahead), berpikir ulang (thinking again), dan berpikir lintas sektor
(thinking across).

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini
dianggap mampu menggali makna, pengalaman, dan interaksi para aktor yang
terlibat secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
pihak Diskopindag, serta perwakilan PKL, dan disertai observasi lapangan dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan
kesimpulan secara interaktif, serta diverifikasi melalui triangulasi untuk menjaga
keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dynamic governance
dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang mulai terlihat melalui tiga
aspek utama: perencanaan relokasi jangka panjang (thinking ahead), perubahan
pendekatan dari penertiban ke pembinaan yang lebih humanis (thinking again),
dan koordinasi lintas instansi dalam penataan kawasan (thinking across). Namun,
pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala kurangnya sosialisasi,
lemahnya koordinasi, belum terbangunnya sistem data terpadu, dan minimnya
partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya, penerapan dynamic governance di Kota Malang telah
mengarah pada tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, meski masih menghadapi
kendala struktural dan sosial. Penguatan sistem informasi, komunikasi publik, dan
keterlibatan aktif PKL diperlukan agar pengelolaan sektor informal menjadi lebih
tertib, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Dynamic governance, Pedagang Kaki Lima (PKL), Alun-Alun Kota
Malang,
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SUMMARY

Anif Diyan Firmansyah, 2025, 22101091034, Dynamic Governance in the
Management of Street Vendors in the Alun-Alun Area of Malang City, Dr.
Hayat, S.AP., M.Si., Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP. 29128. xvi. 154

This study is motivated by the increasing activity of street vendors (PKL)
in the Alun-Alun area of Malang City, which has created spatial and public order
issues but still plays an important role in the local economy. The government,
through the Department of Cooperatives, Industry, and Trade (Diskopindag),
seeks to manage this sector by applying the concept of dynamic governance,
which emphasizes the ability to think ahead (thinking ahead), think again
(thinking again), and think across sectors (thinking across).

The research employs a descriptive qualitative method, as this approach is
considered capable of exploring the meanings, experiences, and interactions of
the actors involved in depth. Data were collected through in-depth interviews with
Diskopindag officials and representatives of street vendors, complemented by
field observations and documentation. The data were analyzed through reduction,
presentation, and conclusion drawing carried out interactively, and verified
through triangulation to ensure the validity of the findings.

The results indicate that the application of dynamic governance in
managing street vendors in the Alun-Alun area of Malang City has begun to
manifest through three main aspects: long-term relocation planning (thinking
ahead), a shift in approach from enforcement to more human-centered guidance
(thinking again), and inter-agency coordination in area management (thinking
across). However, implementation has not been fully optimal due to limited
socialization, weak coordination, the absence of an integrated data system, and
low public participation.

In conclusion, the implementation of dynamic governance in Malang City
has moved toward adaptive and collaborative governance, although it still faces
structural and social challenges. Strengthening information systems, public
communication, and active participation of street vendors are needed to ensure
that informal sector management becomes more orderly, inclusive, and
sustainable.

Keywords: Dynamic governance, Street Vendors, Alun-Alun of Malang City,

Xi
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di
kawasan Asia Tenggara. Proses urbanisasi ini terjadi secara konsisten setiap
tahunnya, didorong oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi perkotaan,
peluang kerja yang dianggap lebih besar di kota, serta harapan akan peningkatan
kualitas hidup. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun
2018, persentase penduduk perkotaan mencapai 55,84% atau sekitar 147 juta jiwa.
Angka ini terus meningkat menjadi 56,7% pada tahun 2020 (Hadijah dan Sadali,
2020). Tren ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah populasi Indonesia
kini tinggal di wilayah perkotaan. Namun, urbanisasi yang berlangsung cepat ini
tidak selalu berjalan seiring dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang
memadai. Menurut Kuciswara et al. (2021), urbanisasi yang tidak terkendali
justru dapat memperparah masalah sosial-ekonomi, seperti meningkatnya angka
pengangguran, kemiskinan perkotaan, serta tekanan terhadap infrastruktur dan
layanan publik.

Keterbatasan lapangan kerja di sektor formal menjadi salah satu penyebab
utama bergesernya mata pencaharian masyarakat ke sektor informal. Sektor ini
mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti buruh harian, pekerja rumah tangga,
pengemudi ojek, hingga pedagang kaki lima (PKL). Karakteristik utama sektor
informal adalah tidak adanya kontrak kerja formal, minimnya perlindungan sosial,

serta pendapatan yang cenderung fluktuatif (Rohmah, 2022). Meski memiliki
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kerentanan ekonomi yang tinggi, sektor informal memiliki peran vital dalam
menyerap tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal karena keterbatasan
modal, keterampilan, atau tingkat pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh
Sibagariang et al. (2023), sektor ini menjadi jalur alternatif bagi masyarakat untuk
tetap memperoleh penghasilan, dengan syarat masuk yang relatif mudah dan
modal yang tidak besar. Dalam konteks ini, PKL menjadi salah satu pelaku utama
yang secara langsung berkontribusi terhadap dinamika ekonomi lokal.
Keberadaan mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa dengan harga
terjangkau, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi di tingkat mikro, terutama
bagi masyarakat berpendapatan rendah (Octaviani dan Puspitasari, 2022).
Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Malang, khususnya di kawasan Alun-
Alun yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan rekreasi. Posisi
Alun-Alun yang strategis di pusat kota menjadikannya magnet bagi warga lokal
maupun wisatawan, baik untuk berbelanja, bersantai, maupun mengakses fasilitas
publik di sekitarnya. Tingginya arus pengunjung ini menjadi peluang bagi PKL
untuk memasarkan produk mereka. PKL, sebagai bentuk usaha mandiri yang
berorientasi pada keuntungan, memainkan peran penting dalam menyediakan
lapangan kerja dan akses ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah
(Octaviani dan Puspitasari, 2022). Dengan modal kecil dan prosedur yang
sederhana, usaha PKL menjadi alternatif menarik bagi masyarakat miskin
perkotaan untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, PKL turut menggerakkan

roda perekonomian lokal melalui perputaran barang dan jasa sehari-hari, serta
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memperkuat rantai pasokan informal yang melibatkan produsen kecil, petani,
hingga penyedia bahan baku.

Para pedagang jalanan memiliki cara unik dalam menjalankan bisnis mereka
untuk mencapai keuntungan. Mereka berperan sebagai pemimpin tunggal yang
mengelola seluruh aspek usaha, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga
pengendalian bisnis. Menariknya, kemampuan manajerial ini sering kali tidak
diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan berdasarkan pengalaman
langsung yang mereka pelajari sendiri. Bisnis yang dijalankan oleh para eksekutif
sangat bergantung pada pengalaman dan pola pikir mereka, yang membentuk pola
pikir mereka terhadap bisnis di tingkat manajerial. Hal ini dikenal sebagai proses
pengumpulan informasi. Kemampuan manajerial sangat penting bagi PKL untuk
mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Selain itu, inspirasi juga memiliki
peran krusial dalam membangkitkan semangat para pedagang untuk mengelola
dan mengembangkan organisasi mereka (Dzaky et al., 2024).

Alun-Alun Kota Malang merupakan salah satu ruang publik strategis yang
memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas masyarakat, baik untuk kegiatan
ekonomi, sosial, maupun rekreasi. Menurut Larasati, (2021) Alun-Alun Kota
Malang memiliki peran penting sebagai ruang publik yang multifungsi, salah
satunya adalah sebagai tempat untuk kegiatan PKL. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Larasati, (2021) ini dijelaskan bahwa keberadaan PKL di Alun-
Alun Kota Malang tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi informal
masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial dan budaya kota.

Alun-Alun dipilih karena lokasinya yang strategis, berada di pusat kota dan dekat



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
2.
Z
>
=
=
©
wid
2
o
X
©
L
@

dengan fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan kawasan
perkantoran, sehingga menjadikannya titik keramaian yang sangat potensial bagi
para PKL untuk berjualan. Para pedagang memanfaatkan tingginya arus
pengunjung untuk menjajakan berbagai barang dagangan, mulai dari makanan,
minuman, pakaian, hingga mainan anak-anak.

Penempatan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang menimbulkan sejumlah
permasalahan. Salah satu yang paling menonjol adalah gangguan terhadap
ketertiban dan keindahan kota. Para PKL seringkali menggunakan badan jalan dan
trotoar secara ilegal, sehingga menghambat arus lalu lintas dan kenyamanan
pejalan kaki. Selain itu, keberadaan mereka juga berdampak pada kebersihan
lingkungan dan mengurangi nilai estetika kawasan publik. Pemerintah Kota
Malang telah melakukan berbagai upaya penataan, mulai dari pendekatan
persuasif hingga penertiban, namun masih menghadapi tantangan besar karena
tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal ini sebagai mata
pencaharian utama.

Alasan PKL memilih lokasi Alun-Alun Kota Malang karena belum
tersedianya tempat relokasi yang memadai dan strategis, serta kurangnya
dukungan fasilitas seperti tempat sampah, penerangan, dan sistem drainase yang
baik (Larasati, 2021). Oleh karena itu, jika Alun-Alun tetap dijadikan sebagai
tempat bagi PKL, diperlukan strategi penataan yang komprehensif, berbasis pada
kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif
yang melibatkan PKL dalam proses perencanaan sangat penting untuk

menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Alfiyan,
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Afifuddin, & Hayat (2025) bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
dalam program KOTAKU mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup
melalui pembangunan infrastruktur dasar dan rehabilitasi permukiman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2023,
jumlah pedagang di Kota Malang tercatat sebanyak 11.327 orang dengan total
17.347 unit tempat usaha yang tersebar di lima kecamatan. Kecamatan Klojen
menjadi wilayah dengan jumlah tempat usaha dan pedagang terbanyak, yaitu
8.047 unit usaha dan 4.535 pedagang. Angka tersebut menunjukkan bahwa
Kecamatan Klojen merupakan pusat aktivitas ekonomi sekaligus lokasi strategis
yang menjadi sentra perdagangan, termasuk di kawasan Alun-Alun Merdeka.
Perluasan jumlah PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang dalam beberapa
tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil
pantauan media serta laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Malang sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, jumlah PKL yang beraktivitas di
kawasan Alun-Alun Merdeka tercatat melebihi 100 orang (Radar Malang, 2025).
Padahal, kawasan ini secara resmi telah ditetapkan sebagai zona bebas dari
aktivitas perdagangan kaki lima. Pada hari-hari biasa, jumlah PKL memang tidak
sampali ratusan, namun kehadiran mereka tetap menimbulkan gangguan, baik
terhadap kelancaran lalu lintas maupun terhadap estetika kawasan kota. Upaya
penertiban secara berkala telah dilakukan oleh Satpol PP. Namun demikian, masih
banyak PKL yang tetap nekat berjualan, khususnya di area taman dan zona

bermain anak (playground), yang menjadi titik favorit para pedagang.
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Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota
Malang, Mustagim menjelaskan bahwa kawasan Alun-Alun Merdeka sebelumnya
telah berhasil disterilkan dari aktivitas PKL. Akan tetapi, saat momentum libur
Lebaran 2025, jumlah pedagang kembali meningkat drastis hingga mencapai
sekitar 250 orang. Para PKL tersebut tersebar di berbagai titik strategi, seperti
"sepanjang sisi barat dekat Masjid Jami’, sisi Jalan Merdeka Selatan, hingga area
tengah antara Jalan Merdeka Selatan dan Merdeka Barat" Pernyataan tersebut
dijelaskan Mustagim dalam pemberitaan Memontum.com (2025) yang berjudul
“PKL di Alun-Alun Merdeka Membludak, Satpol PP Kota Malang Rencanakan
Imbauan Persuasif dan Operasi”. Mustagim juga menegaskan bahwa sebagian
pedagang memang telah mematuhi imbauan petugas yang disampaikan secara
persuasif, namun tidak sedikit yang tetap membandel dan memilih untuk
berjualan di kawasan yang dilarang.

Pemerintah Kota Malang, melalui Satpol PP dan Diskopindag, melakukan
penertiban dengan memberikan imbauan persuasif di akhir pekan dan
merencanakan tindakan tegas berupa penegakan peraturan daerah jika PKL belum
mengosongkan area pada tenggat waktu yang ditetapkan. Penegakan ini
berlandaskan pada Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penataan
dan Pembinaan PKL yang menetapkan kawasan Alun-Alun sebagai zona bebas
PKL, serta Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat yang melarang kegiatan mengganggu ketertiban umum
di ruang publik. Selain itu, ketentuan ini juga selaras dengan Permendagri Nomor

41 Tahun 2012 yang menegaskan prinsip penataan PKL berdasarkan ketertiban,
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kebersihan, dan kenyamanan, serta UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang yang mengatur pemanfaatan ruang publik secara tertib.

Meskipun tidak terdapat izin resmi bagi PKL untuk berjualan di kawasan
tersebut, kehadiran mereka dianggap menjawab kebutuhan para pengunjung akan
jajanan dan minuman ringan. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa tidak
ada dispensasi hukum untuk aktivitas tersebut dan penertiban tetap dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Di sisi lain, muncul dorongan
dari DPRD Kota Malang untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2000 yang mewajibkan kawasan Alun-Alun bebas dari PKL, agar
dapat mengakomodasi penataan yang lebih realistis dan memberi dasar hukum
bagi pengelolaan PKL secara layak dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa persoalan penataan PKL tidak hanya menyangkut aspek ketertiban, tetapi
juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang
perlu dikelola secara adaptif dan kolaboratif.

Menurut Rifai et al. (2025), penerapan good governance dapat diwujudkan
melalui optimalisasi kualitas pelayanan publik yang mencakup lima dimensi
utama yaitu bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Jika kelima
dimensi ini diimplementasikan secara konsisten, pemerintah daerah dapat
menciptakan pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan PKL, dimensi-dimensi ini

dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk menyusun strategi penataan yang
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tidak hanya mengatur ruang fisik, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan
kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Sejalan dengan itu, konsep dynamic governance semakin penting untuk
diterapkan di instansi pemerintah sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi
jangka panjang di Indonesia. Jika pada tahap awal reformasi birokrasi pemerintah
berorientasi pada performance-based bureaucracy (birokrasi berbasis kinerja)
sejak 2019, maka pada tahun 2025 arah kebijakan berkembang menuju tata kelola
pemerintahan yang lebih dinamis (dynamic governance). Konsep ini menekankan
kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan, program publik,
serta cara pelaksanaannya agar tujuan jangka panjang tetap tercapai secara efektif.
Model tata kelola dinamis ini telah berhasil diterapkan di Singapura, yang mampu
membawa negara tersebut menuju pelayanan publik yang unggul melalui
kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran pemimpin yang
mengatur dan mengawasi mengatur tatanan pelayanan yang telah dibuat untuk
dilaksanakan, karena peran pemimpin sangat mempengaruhi keberlangsungan dan
efektivitas penerapan kebijakan (Nurhidayah et al., 2019).

Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, dynamic governance menjadi
referensi utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Neo dan Chen dalam Rizki et al. (2023)
menjelaskan bahwa teori dynamic governance dapat dijadikan kerangka
konseptual utama dalam menganalisis bagaimana tata kelola PKL dapat dilakukan

secara adaptif, responsif, dan berkelanjutan oleh pemerintah kota. Teori ini
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menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan hanya berfokus pada regulasi
yang statis, melainkan pada kemampuan pemerintah untuk terus belajar (think
ahead), meninjau ulang kebijakan (think again), dan menyesuaikan implementasi
secara fleksibel dengan belajar dari pengalaman pihak lain (think across).
Thinking ahead (berpikir ke depan) adalah kemampuan organisasi untuk
memahami bagaimana masa depan dapat memengaruhi organisasi. Hal ini
mencakup kemampuan untuk membuat Kkebijakan yang dapat menghadapi
tantangan potensial di masa depan serta mengambil keuntungan dari peluang yang
ada. Dengan kata lain, pemerintah perlu terus belajar dan mengantisipasi
perkembangan di masa depan untuk merumuskan kebijakan yang relevan.
Thinking again (berpikir ulang) merujuk pada perubahan lingkungan yang
cepat dapat membuat kebijakan yang ada menjadi tidak efektif, bahkan jika telah
dipilih dengan cermat. Oleh karena itu, organisasi publik perlu secara berkala
meninjau ulang (thinking again) kebijakan dan program yang sudah ada.
Tujuannya adalah untuk menguji apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan
kebutuhan jangka panjang organisasi, dan jika tidak, kebijakan tersebut harus
direvisi. Hal ini menekankan pentingnya berpikir ulang kebijakan untuk
memastikan efektivitasnya.
Thinking across (berpikir lintas batas) menjelaskan, dalam menghadapi
perkembangan pengetahuan yang baru, organisasi perlu terus belajar dan
berinovasi. Thinking across berarti mencari ide-ide dan praktik-praktik terbaik

dari organisasi lain yang dapat disesuaikan dan diterapkan dalam lingkungan
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organisasi sendiri. Ini mencerminkan perlunya menyesuaikan implementasi secara
fleksibel dengan belajar dari pengalaman orang lain.

Studi sebelumnya yang dilakukan di Kota Pasuruan mengungkapkan bahwa
pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun mengalami
berbagai tantangan serius. Beberapa di antaranya mencakup lemahnya koordinasi
lintas sektor antara instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Perdagangan, Satpol
PP, dan pengelola ruang publik, yang menyebabkan kebijakan penataan tidak
berjalan secara optimal (Larasati et al., 2021) Selain itu, ketidaktegasan dalam
penegakan aturan serta minimnya pelibatan komunitas PKL dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan turut memperburuk ketertiban dan
keteraturan di ruang publik tersebut. Penataan lapak yang tidak terstandar,
penggunaan trotoar secara ilegal, serta sirkulasi pedagang yang tidak terkendali
menimbulkan kesan semrawut dan mengurangi kenyamanan pengunjung maupun
pengguna jalan.

Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan PKL bukan hanya persoalan
teknis-spasial, tetapi juga erat kaitannya dengan tata kelola yang responsif,
partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi setempat. Mengacu pada
konteks tersebut, Kota Malang sebagai kota besar yang memiliki tingkat aktivitas
ekonomi informal yang tinggi, khususnya di kawasan Alun-Alun sebagai ruang
publik utama, juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun pemerintah telah
melakukan berbagai upaya penertiban dan penataan, permasalahan terkait
keberadaan PKL di Alun-Alun Kota Malang tetapi belum sepenuhnya

terselesaikan.
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Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan PKL
yang tidak hanya bersifat regulatif dan administratif, tetapi juga mengedepankan
prinsip-prinsip tata kelola dinamis (dynamic governance). Pendekatan ini
memungkinkan pemerintah daerah untuk berpikir ke depan (think ahead),
mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan secara berkala (think again), serta
belajar dari praktik terbaik lintas sektor dan wilayah (think across). Dalam
konteks pengelolaan PKL, pendekatan dynamic governance menjadi sangat
relevan untuk diterapkan.

Pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang memerlukan strategi yang tidak
hanya mengatur aspek fisik seperti relokasi atau penyediaan fasilitas perdagangan,
tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola PKL sangat dipengaruhi
oleh kebijakan komunikasi yang efektif, alokasi sumber daya yang memadai, serta
pendekatan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan dynamic
governance dapat menjadi solusi inovatif untuk menciptakan keseimbangan antara
kebutuhan ekonomi informal PKL dan kepentingan tata ruang kota.

Sebagai salah satu kawasan strategis di pusat Kota Malang, Alun-Alun
Merdeka memiliki status sebagai zona steril yang seharusnya terbebas dari
aktivitas PKL. Namun, dalam praktiknya, area ini masih menjadi titik favorit bagi
PKL untuk berjualan, terutama karena tingginya kunjungan masyarakat dan
wisatawan. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan
(Diskopindag) sebenarnya telah melakukan upaya penataan dengan pendekatan

persuasif, yaitu mengurangi penertiban yang bersifat represif dan lebih
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menekankan pada pengaturan zonasi. PKL diarahkan untuk berjualan di wilayah
yang telah ditetapkan sebagai zona produktif, seperti di sekitar Pasar Besar atau
Jalan Ade Irma Suryani, yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi dan tidak
mengganggu ketertiban ruang publik.

Namun, agar solusi ini benar-benar efektif, pendekatan yang digunakan perlu
disesuaikan dengan prinsip dynamic governance. Pertama, melalui think ahead,
pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya jumlah PKL di masa depan,
terutama pada hari-hari besar, akhir pekan, dan momentum tertentu. Hal ini dapat
dilakukan dengan merancang kebijakan jangka panjang berupa penyediaan sentra
kuliner atau ruang usaha informal yang terintegrasi dengan pariwisata kota,
sehingga kebutuhan ekonomi PKL tetap dapat terakomodasi tanpa mengganggu
fungsi Alun-Alun sebagai ruang publik steril.

Kedua pendekatan dengan think again, kebijakan zonasi dan relokasi yang
sudah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala, misalnya dengan menilai apakah
lokasi alternatif yang disediakan benar-benar mampu menarik pembeli dan
memberikan keuntungan yang layak bagi PKL. Jika kebijakan tersebut tidak
berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan penyesuaian, seperti menambah
fasilitas pendukung, melakukan promosi lokasi baru, atau memberikan insentif
bagi PKL yang bersedia pindah.

Ketiga, melalui think across, pemerintah dapat belajar dari praktik terbaik kota
lain yang berhasil menata PKL secara berkelanjutan, misalnya melalui model
penataan berbasis komunitas, digitalisasi sistem perizinan, atau skema kemitraan

dengan swasta dalam penyediaan sarana usaha. Pendekatan lintas sektor ini juga
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melibatkan komunitas PKL, LSM, serta akademisi agar solusi yang diterapkan
tidak hanya top-down, melainkan partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata
di lapangan. Dengan penerapan prinsip dynamic governance tersebut, pengelolaan
PKL di Alun-Alun Kota Malang tidak hanya berfokus pada aspek penertiban dan
pengaturan ruang, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi, pelibatan
masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan mampu
menciptakan keseimbangan antara kepentingan tata ruang kota dan kebutuhan

hidup masyarakat kecil yang bergantung pada sektor informal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep dynamic governance dalam pengelolaan
pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Malang?
Bagaimana tantangan terhadap penerapan konsep dynamic governance dalam

pengelolaan pedagang kaki lima di Alun — alun Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan konsep dynamic
governance dalam pengelolaan pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun
Kota Malang

2. Untuk mengendefikasi dan menganalisis tantangan dalam penerapan
konsep dynamic governance pada pengelolaan pedagang kaki lima di

Alun- alun Kota Malang.
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1.4 Manfaat Penelitian :

1. Bagi Pedagang Kaki Lima : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan mengenai pentingnya Kketerlibatan aktif PKL dalam proses
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perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan
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mereka. Melalui pendekatan dynamic governance, PKL diharapkan
memperoleh pengakuan atas peran ekonominya, akses terhadap fasilitas dan
perlindungan yang lebih layak, serta lingkungan usaha yang lebih tertib dan
berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat Umum: Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi
dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan fungsional
bagi masyarakat umum. Dengan terciptanya keseimbangan antara aktivitas
ekonomi informal dan fungsi sosial ruang publik. Masyarakat akan
merasakan manfaat berupa kenyamanan, keamanan, dan peningkatan estetika
kota.

3. Bagi Akademisi dan Dunia Pendidikan: Penelitian ini dapat menjadi referensi
ilmiah dalam pengembangan kajian tata kelola perkotaan, Kkhususnya
pengelolaan sektor informal melalui pendekatan dynamic governance. Selain
itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur studi kebijakan publik,
perencanaan kota, dan administrasi pemerintahan yang adaptif dan inklusif.

4. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini memberikan masukan strategis bagi
Pemerintah Kota Malang dalam merumuskan kebijakan pengelolaan PKL
yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-

prinsip dynamic governance dapat dijadikan landasan dalam membangun
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sistem tata kelola yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta
mendukung tercapainya tata ruang kota yang harmonis antara sektor formal

dan informal.
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BAB VII

PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan konsep dynamic
governance dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-
Alun Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang melalui
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) telah
menunjukkan upaya untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan
berorientasi pada masa depan. Penerapan tiga dimensi utama ynamic governance,
yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across, telah mulai terlihat
dalam praktik kebijakan. Dimensi thinking ahead tercermin dari perencanaan
relokasi PKL ke kawasan Pasar Baru Barat, thinking again dari pergeseran
kebijakan penertiban menjadi pembinaan, serta thinking across dari bentuk
kolaborasi lintas instansi, seperti Diskopindag, Satpol PP, Dinas Perhubungan,
dan Dinas Lingkungan Hidup.

Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih belum optimal.
Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan data yang akurat, lemahnya
koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta minimnya
partisipasi dan pelatihan bagi pedagang. Akibatnya, manfaat kebijakan belum
sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Dengan demikian, penerapan
dynamic governance di Kota Malang perlu diperkuat melalui pengembangan

sistem pendataan yang terintegrasi, peningkatan komunikasi publik, perluasan
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partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan

PKL dapat berlangsung secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

7.2 SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, disarankan agar
Pemerintah Kota Malang memperkuat penerapan prinsip-prinsip dynamic

governance melalui beberapa langkah strategis.

. Perlu ditingkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pelibatan aktif masyarakat,

khususnya para pedagang kaki lima, dalam setiap tahap perencanaan dan
implementasi kebijakan agar tercipta legitimasi sosial yang kuat dan partisipasi

publik yang inklusif.

. Disarankan agar koordinasi lintas instansi diperkuat melalui penerapan sistem

komunikasi dan basis data terpadu yang memungkinkan proses pengawasan dan

pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, efektif, dan terukur.

. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal literasi

digital dan kemampuan kolaboratif, menjadi penting untuk mendukung birokrasi

yang adaptif dan reflektif.

. Program pembinaan dan pemberdayaan bagi para pedagang perlu dikembangkan

secara berkelanjutan agar mereka memiliki kesiapan sosial dan ekonomi dalam
menghadapi perubahan kebijakan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan dynamic
governance dalam pengelolaan PKL di Alun- alun Kota Malang dapat
berkembang menuju tata kelola yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi

juga adil secara sosial, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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